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ABSTRAK 
Sengketa perdata yang masuk ke pengadilan wajib dilakukan 
mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan yang sudah mengalami perbaikan dari PERMA 
sebelumnya. Pada saat ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi acuan 
pelaksanaan mediasi di pengadilan untuk mewujudkan peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan serta mampu menekan penumpukan 
perkara di pengadilan. Hal ini mengingat arus perkara yang masuk ke 
Mahkamah Agung cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Pengadilan Negeri Klaten sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat 
pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus melaksanakan 
mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. Dari data yang tersedia, perkara yang masuk pada 
tahun 2016 terdapat 92 perkara yang dimediasi dan hanya 2 perkara yang 
berhasil dimediasi. Adapun perkara yang masuk pada tahun 2017 terdapat 
93 perkara  yang dimediasi dan hanya 11 perkara yang berhasil dimediasi. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian 
pelaksanaan mediasi dengan aturan yang terkait serta untuk mengetahui 
bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Klaten. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan melakukan penelitian 
langsung di Pengadilan Negeri Klaten dan menjadikan perundang-
undangan terkait mediasi sebagai acuan untuk penelitian serta mengkaji 
secara langsung efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di 
Pengadilan Negeri Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
(field research) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data terkait 
mediasi di Pengadilan Negeri Klaten dan melakukan wawancara dengan 
hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator. 
Dari penelitian yang penyusun dapatkan, Pengadilan Negeri Klaten 
sudah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan baik pada tahap pra 
mediasi maupun pada tahap mediasi. Adapun perkara yang berhasil 
dimediasi pada tahun 2016 mencapai 2 perkara dan pada tahun 2017 
mencapai 11 perkara. Perkara yang gagal dimediasi pada tahun 2016 
mencapai 80 perkara dan pada tahun 2017 mencapai 75 perkara. Tingginya 
angka kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
ditemukan di lapangan antara lain : terbatasnya mediator bersertifikat 
karena hanya ada 1, ketidakhadiran para pihak yang mengganggu 
pelaksanaan mediasi, iktikad baik yang belum ditunjukkan oleh para pihak, 
kasus yang sulit, sarana atau fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, dan 
kurangnya dukungan dari kuasa hukum. 
Kata kunci: Sengketa Perdata, Efektivitas Mediasi, PERMA Nomor 1 
Tahun 2016. 
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MOTTO 
“Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang 
menjemput ilmu”-Imam Malik bin Anas 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia mempunyai sifat dasar sebagai 
seorang makhluk sosial (zoon politicon). Mereka saling berhubungan karena 
saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini menyebabkan adanya interaksi, 
kontak atau hubungan satu sama lain. Dengan adanya hubungan antar satu 
orang dengan orang lain, maka dimungkinkan timbul fenomena sosial berupa 
konflik mengingat banyaknya kepentingan yang tidak sama dan saling 
bertentangan. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika dalam melaksanakan 
atau mengejar kepentingannya, seseorang merugikan orang lain. Sehingga 
konflik atau sengketa adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam 
kehidupan bersama.  
Sengketa dapat terjadi kepada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara 
individu dengan invidu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok 
dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan 
dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya, dan sebagainya. 
Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan 
dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.1 
                                                             
1 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 12. 
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Perkara perdata merupakan sengketa perdata antara satu pihak dengan 
pihak lain yang bersifat privat, sehingga dalam penyelesaian sengketa perdata 
biasanya akan diselesaikan sendiri oleh para pihak yang sedang bersengketa. 
Namun, apabila tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berperkara 
umumnya akan dibawa ke pengadilan untuk dapat diputus dengan seadil-
adilnya. 
Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa, pada saat 
ini dipandang masih belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan 
harapan masyarakat.2 Masyarakat masih menghadapi kenyataan bahwa 
penyelesaian perkara di pengadilan masih membutuhkan waktu yang lama 
mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi dan 
peninjauan kembali. Hal ini disebabkan menumpuknya perkara di pengadilan 
yang membuat lamanya proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, masyarakat 
membutuhkan proses penyelesaian yang cepat dan tidak formalistis, sehingga 
proses penyelesaian sengketa di pengadilan dirasa masih kurang efektif dan 
efisien.3 
Konsep musyawarah dan dialog kemudian diarahkan untuk menyelesaikan 
sengketa melalui prinsip legalitas yang kemudian diintegrasikan ke dalam 
proses beracara di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung 
(selanjutnya disebut PERMA), yaitu melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 
                                                             
2 Septi Wulan Sari, Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, 
AHKAM, Vol. 5:1, hlm. 2. 
3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 229. 
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sebagaimana telah diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir 
diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. Sebenarnya, mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga 
litigasi, namun kemudian sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang 
memasuki wilayah pengadilan. Dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan 
pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang terdapat dalam 
pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (dading) yang telah ada 
sebelumnya, yang mengharuskan hakim dalam menyidangkan perkara dengan 
sungguh-sungguh dan mengusahakan perdamaian diantara pihak yang 
berperkara. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung mensinyalir bahwa 
hakim dalam menganjurkan perdamaian di pengadilan hanya sebagai 
formalitas saja tanpa mengupayakannya secara optimal.4 Hal inilah yang 
melatarbelakangi pembentukan peraturan mengenai mediasi dalam 
pengadilan. 
Selain itu, sesuai dengan konsideran dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pertimbangan lain ditetapkannya 
PERMA ini adalah: 
1. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses acara di pengadilan 
dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi 
kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. 
                                                             
4 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), hlm. 27. 
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2. Proses mediasi lebih cepat, murah, dan dapat memberikan 
akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh 
keadilan atau mendapatkan penyelesaian sengketa yang 
dihadapi dengan memuaskan. 
3. Pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat 
memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan 
dalam penyelesaian sengketa, di samping proses peradilan yang 
bersifat memutus. 
Kesungguhan Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan mediasi ke 
dalam proses beracara di pengadilan dapat dilihat dengan mewajibkan upaya 
mediasi terhadap semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, 
kecuali ditentukan lain oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) PERMA 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya suatu 
penyelesaian sengketa alternatif diharapkan dapat membantu mengatasi 
penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Hal ini mengingat arus perkara 
yang masuk ke Mahkamah Agung cenderung mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun. 
Adapun jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung pada tahun 2017 
sebanyak 17.538 perkara yang meningkat  3,77%  dibandingkan dengan tahun 
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2016 yang menerima sebanyak 14.630 perkara.5 Alokasi beban perkara kepada 
masing-masing kamar di pertengahan tahun 2017: kamar perdata sebanyak 
4360 perkara, kamar pidana sebanyak 3139, kamar agama sebanyak 657 
perkara, kamar militer sebanyak 413 dan kamar TUN sebanyak 2277.6 
Menumpuknya perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu bukti 
ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan mulai dari pengadilan 
tingkat pertama, tingkat banding, sampai pada tingkat kasasi dan peninjauan 
kembali yang kemudian memberatkan Mahkamah Agung. Hal ini sebenarnya 
dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan mediasi di pengadilan tingkat 
pertama sehingga membantu menekan penumpukan perkara di tingkat akhir.7 
Pengadilan Negeri Klaten merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat 
pertama yang menjalankan tugas sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman. Penerapan mediasi pun telah dilaksanakan dalam penyelesaian 
terhadap sengketa perdata yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Klaten. Hal ini terlihat dari perkara yang masuk pada tahun 2016 terdapat 142 
perkara dimana perkara yang dimediasi terdapat 92 perkara  dengan hanya 2 
perkara yang berhasil dimediasi. Adapun perkara yang masuk pada tahun 2017 
                                                             
5 Asep Nursobah, Tingkat Keberhasilan MA Memutus Perkara Mencapai 91.04% dalam 
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1550-tingkat-keberhasilan-ma-
dalam-memutus-perkara-mencapai-91-04, akses 24 Januari 2018. 
6 Aida Murdatillah, Kondisi Penangan Perkara di MA Hingga Agustus 2017 dalam 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c4ca9a46d28/kondisi-penanganan-perkara-di-ma-
hingga-agustus-2017, akses 24 Januari 2018. 
7 Erina Qurrota Ainy, Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2008), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 4.  
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terdapat 151 perkara dimana perkara yang dimediasi terdapat 93 perkara  
dengan hanya 11 perkara yang berhasil dimediasi.8  
Dalam mewujudkan pengadilan yang efektif dan efisien, penerapan 
mediasi harus dilakukan secara optimal dalam menyelesaikan sengketa 
perdata yang terjadi dalam masyarakat, di samping dapat membantu menekan 
banyaknya tumpukan perkara. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi penting dalam membantu 
mewujudkan fungsi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perkara 
khususnya perkara perdata. Berdasarkan paparan di atas, maka penyusun 
tertarik untuk meneliti dan menuliskannya ke dalam bentuk skripsi dengan 
judul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan 
diteliti atau dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan 
Negeri Klaten?  
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam sengketa perdata berdasarkan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
di Pengadilan Negeri Klaten? 
                                                             
8 Data dari Sri Purwati, Staff Hukum Pengadilan Negeri Klaten, Tanggal 30 Januari 2018. 
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 
dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a) Untuk mengetahui penerapan mediasi dalam sengketa perdata di 
Pengadilan Negeri Klaten. 
b) Untuk mengetahui efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam 
penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah: 
a) Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 
sumbangan pemikiran dan menjadi bahan tambahan informasi 
ilmiah yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya, 
khususnya yang berkaitan dengan mediasi dalam sengketa perdata 
di pengadilan. 
b) Sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman 
tentang mediasi dalam sengketa perdata di pengadilan. 
D. Telaah Pustaka 
Judul penelitian yang akan diteliti dan dibahas oleh penyusun adalah 
terkait mediasi di Pengadilan. Disadari oleh penyusun bahwa tema judul yang 
hendak diteliti atau dibahas ini bukan pertama kali yang dilakukan, sudah ada 
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penelitian sebelumnya yang serupa. Untuk menghindari adanya persamaan 
penelitian dengan penelitian lainnya dan membuktikan penelitian yang 
dilakukan penyusun bukanlah plagiasi, maka penyusun akan mempertegas 
judul penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan 
diantaranya: 
Skripsi yang ditulis oleh Erina Qurrata Ainy dari Fakultas Syari’ah dan 
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini 
berjudul “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2008)”.9 Penelitian ini menjelaskan tentang 
pelaksanaan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang 
telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Selain itu, ditemukan 
kendala-kendala pelaksanaan mediasi diantaranya: perkara yang telah akut, 
ketidakhadiran atau kurangnya antusias para pihak untuk dimediasi, jumlah 
hakim mediator yang bersertifikat masih minim, keterlibatan 
pengacara/advokat, dan tidak adanya insentif dari Mahkamah Agung. Hal 
yang membedakan dengan penelitian penyusun adalah fokus yang akan dikaji 
yaitu efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten dengan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
                                                             
9 Erina Qurrota Ainy, Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2008), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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Skripsi dengan judul “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di 
Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta) oleh Ades Putra 
Arba dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta.10 Penelitian ini menjelaskan proses mediasi dalam 
perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah sesuai dengan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kemudian dijelaskan juga mengenai faktor-
faktor yang mendukung keberhasilan mediasi diantaranya: kemampuan 
mediator, siapa yang menggugat, dan perkara yang ringan. Selain itu 
dijelaskan pula mengenai faktor-faktor yang menghambat mediasi 
diantaranya: keinginan kuat para pihak untuk bercerai, terjadi konflik 
berkepanjangan, serta faktor psikologis dan kejiwaan para pihak. Hal yang 
membedakan dengan penelitian penyusun adalah fokus yang akan dikaji oleh 
penyusun yaitu terhadap sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten dan 
efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten dengan PERMA 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Dede Anggraini Elda dalam skripsi “ Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat 
di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang” dari Fakultas Syari’ah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.11 Penelitian ini 
                                                             
10 Ades Putra Arba, Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri 
(Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2015. 
11 Dede Anggraini Elda, Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 
Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017. 
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menjelaskan bahwa hakim mediator menganggap PERMA Nomor 1 Tahun 
2016 memberi kontribusi yang positif bagi terlaksananya mediasi. Namun, 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bisa dikatakan belum efektif dalam 
meminimalisir angka perceraian khususnya cerai gugat. Hal yang 
membedakan dengan penelitian penyusun adalah fokus yang akan dikaji oleh 
penyusun yaitu sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten dan efektivitas 
pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten dengan PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Skripsi Sulaiman Laitsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan 
Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Slawi 
Kabupaten Tegal Jawa Tengah Tahun 2013-2014” dari Fakultas Syari’ah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.12 Penelitian ini 
menjelaskan tentang penerapan mediasi dalam perkara cerai gugat di PA 
Slawi yang telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Namun secara 
umum penerapan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dapat 
dikatakan belum efektif dikarenakan beberapa aspek. Hal yang membedakan 
dengan penelitian penyusun adalah fokus yang akan dikaji oleh penyusun 
yaitu sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten dan efektivitas 
pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten dengan PERMA Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
                                                             
12 Sulaiman Laitsi, Tinjauan Hukum Islam dan Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai 
Gugat di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah Tahun 2013-2014, Skripsi, 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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E. Kerangka Teori 
1. Konsep Mediasi 
Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris 
mediation yang berarti perantaraan, sedangkan dalam bahasa Belanda 
disebut medio yang berarti pertengahan.13 Mediasi merupakan metode 
penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori tripartite karena 
melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Pihak ketiga dalam pelaksanaan 
mediasi biasa disebut dengan istilah mediator. Keterlibatan mediator 
dalam sengketa hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju 
penyelesaian secara damai, sehingga materi kesepakatan damai yang 
dihasilkan merupakan kesepakatan para pihak.14 
Mediasi mempunyai beberapa prinsip dasar (basic principles) yang 
menjadi landasan filosofis pelaksanaannya. Prinsip dasar ini merupakan 
kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam 
menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi 
lahirnya institusi mediasi. Dalam pandangan Ruth Carlton, ada lima 
prinsip dasar mediasi,15 yaitu:  
a) Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality) 
                                                             
13 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.3. 
14 Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan 
Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, (Bandung:Alfabeta, 2008), hlm. 18. 
15 Dikutip oleh Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan 
Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 28. 
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Adapun yang dimaksud dengan kerahasiaan adalah bahwa segala 
sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh 
mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan 
kepada publik atau pers oleh pihak masing-masing. Jaminan ini harus 
diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat terbuka dalam 
mengungkapkan permasalahannya. Hal ini penting untuk menemukan 
kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. 
b) Prinsip Sukarela (Volunteer) 
Masing-masing pihak datang ke mediasi secara sukarela dan tidak 
ada paksaan serta tekanan dari pihak manapun. Prinsip kesukarelaan 
ini dibangun berdasarkan bahwa orang akan mau bekerja sama untuk 
menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka 
datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.16 
c) Prinsip Pemberdayaan (Empowerment)  
Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap 
masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para 
pihak untuk menerima solusinya. 
d) Prinsip Netralitas (Neutrality) 
Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya memfasilitasi 
prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang 
                                                             
16 Ibid., hlm. 29. 
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bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan 
atau tidaknya mediasi. 
e) Prinsip Solusi Yang Unik (A Unique Solution) 
Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai 
dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. 
Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti 
keinginan dari kedua belah pihak yang terkait dengan pemberdayaan 
para pihak.17 
2. Teori Perjanjian 
Pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam pasal 1313 KUHPerdata 
yang menyebutkan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 
atau lebih. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan 
jalan damai. Dalam hal perdamaian, KUHPerdata juga mengaturnya dalam 
pasal 1851 yang menyebutkan bahwa, perdamaian adalah suatu perjanjian 
dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau 
menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung 
ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. 
Sesuai dengan definisi di atas, perdamaian merupakan sebuah 
perjanjian. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan perjanjian 
                                                             
17 Ibid., hlm. 30. 
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perdamaian tersebut tunduk pada prinsip-prinsip perjanjian yang lazim.  
Adapun di dalam perjanjian, syarat-syarat yang menjadikannya sah diatur 
dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, untuk sahnya 
suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sepakat mereka yang 
mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal 
tertentu, dan suatu sebab yang halal. 
Dalam proses mediasi, apabila syarat-syarat sudah terpenuhi, maka 
akan dituangkan dalam sebuah akta perdamaian yang mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Mediasi dapat menjadi salah satu bentuk win-
win solution karena para pihak sama-sama sepakat sehingga tidak ada 
yang merasa dirugikan. Selain itu dalam perjanjian dikenal banyak asas, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
a) Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme berarti lahirnya perjanjian ialah pada saat 
terjadi kesepakatan. Ketika suatu kesepakatan tercapai kesepakatan 
antara para pihak maka melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi 
mereka. Sehingga para pihak diwajibkan untuk memenuhi 
perjanjian tersebut. Penyelesaian dapat dicapai apabila para pihak 
dapat menerima penyelesaian. Namun, ada kalanya mediasi 
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menemui jalan buntu karena penyelesaian tidak dapat dicapai 
dengan berbagai faktor yang menyertainya.18 
b) Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak memberi jaminan kebebasan 
kepada seseorang untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan 
perjanjian, seperti bebas menentukan apakah ia akan melakukan 
perjanjian, bebas menentukan dengan siapa ia melakukan 
perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas 
menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan lain yang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
c) Asas Mengikatnya Perjanjian (Pacta Sunt Servanda) 
Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi 
perjanjian tersebut karena mengandung janji-janji yang harus 
dipenuhi dan mengikat para pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 
1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa, semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya.19 
d) Asas Iktikad Baik 
                                                             
18 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali, 2011), 
hlm. 3. 
19 Ibid., hlm. 4 
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Mediasi hanya akan dapat berhasil apabila para pihak yang 
bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Tujuan 
utama mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai. 
Oleh karena itu, tanpa adanya iktikad baik, perdamaian tidak akan 
tercapai. Prinsip iktikad baik dapat menjadi tolok ukur bagi para 
pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan 
menempuh perdamaian. Untuk mencegah adanya pihak yang 
bersikap tidak kooperatif, iktikad baik bagi para pihak merupakan 
kunci keberhasilan mediasi.20 
3. Teori Efektivitas Hukum 
Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur 
atau mujarab (tentang obat), berhasil guna (tentang usaha, tindakan), dan 
mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).  
Adapun pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sejauh mana 
tercapainya suatu tujuan yang sudah ditentukan.21 Untuk dapat mengetahui 
efektivitas hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana 
hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Suatu aturan hukum yang ditaati oleh 
                                                             
20 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), hlm. 157. 
21 https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/, akses 5 Februari 
2018. 
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sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat dikatakan 
efektif.22 
Menurut Soerjono Soekanto, tolok ukur efektivitas tegaknya suatu 
hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-
faktor tersebut23 adalah sebagai berikut: 
a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) 
Berlakunya suatu undang-undang, tidak terlepas dari asas-asas 
yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut berdampak 
positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai 
tujuannya, sehingga efektif. 
b) Faktor Penegak Hukum 
Istilah penegak hukum memiliki arti yang sangat luas, karena 
mencakup mereka yang sacara langsung dan secara tidak langsung 
berada di bidang penegakan hukum. Dalam hal ini, penyusun 
membatasi kepada kalangan yang secara langsung berkecimpung 
dalam bidang penegakan hukum khususnya di bidang kehakiman. 
c) Faktor Sarana atau Fasilitas 
                                                             
22 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial 
Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), (Jakarta: Kencana, 2009), 
hlm. 375. 
23 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet.14, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8. 
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Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 
mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana 
atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang 
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 
memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Apabila hal-
hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan 
mencapai tujuannya. 
d) Faktor Masyarakat 
Penegakan hukum berasal dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat 
mempengaruhi berlakunya hukum itu sendiri. Hukum dapat 
berjalan dengan efektif apabila masyarakat mematuhi hukum yang 
berlaku.24 
e) Faktor kebudayaan 
Faktor kebudayaan membahas masalah sistem nilai-nilai yang 
menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiil. 
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai atas 
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang 
dianggap buruk. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang 
dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya mencakup 
                                                             
24 Ibid., hlm. 45. 
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segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan 
bertindak.25 
F. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan metode 
penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian lapangan (field research) yang dalam hal ini data atau sumber 
yang diperoleh bersumber dari  Pengadilan Negeri Klaten sebagai objek 
penelitian. 
2. Sifat Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian yang 
bersifat deskriptif-analitis, yaitu menganalisa dengan menggunakan data 
dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh.26 Sehingga didapat 
suatu kesimpulan yang objektif, konsisten dan sistematis sesuai dengan 
tujuan yang dilakukan pada penelitian ini. 
3. Pendekatan Penelitian 
                                                             
25 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 
148. 
26 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1993), hlm. 63. 
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Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan 
yuridis-empiris dengan mengkaji secara langsung efektivitas mediasi 
dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten. 
4. Sumber Data Penelitian 
a) Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian 
langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti.27 Sumber penelitian dilakukan 
dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dengan 
menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu 
selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara dengan hakim 
mediator di Pengadilan Negeri Klaten. 
b) Data Sekunder 
1) Bahan hukum primer berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
2) Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku, karya 
ilmiah, artikel, serta sumber data lain yang menunjang 
dalam penulisan skripsi. 
5. Teknik Pengumpulan Data  
                                                             
27 H. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2000), hlm. 42. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian 
ini adalah: 
a) Observasi 
Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengumpulkan 
data tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata 
di Pengadilan Negeri Klaten. 
b) Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, tertulis dan 
terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun 
terlebih dahulu. Adapun rencana narasumber yang menjadi obyek 
wawancara dalam penelitian ini adalah mediator hakim di Pengadilan 
Negeri Klaten. 
c) Dokumentasi 
Dokumentasi berupa data-data dari arsip atau berkas sengketa 
perdata yang ada di Pengadilan Negeri Klaten kemudian 
mempelajarinya dan mengkaji terkait data sengketa perdata di tahun 
2016 dan tahun 2017. 
6. Analisis Data 
Setelah penyusun memperoleh data, maka data tersebut kemudian 
dianalisa secara kualitatif. Selain itu, penyusun juga memakai metode 
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berfikir induktif dengan menganalisa dari fakta atau keadaan yang ada di 
lapangan dalam hal ini Pengadilan Negeri Klaten kemudian ditarik 
kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya. 
G. Sistematika Pembahasan 
Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi 
skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan ke dalam 5 
(lima) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang akan 
diuraikan sebagai berikut: 
Bab pertama, pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan 
selanjutnya. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, memberi gambaran umum mengenai mediasi, meliputi 
pengertian mediasi, asas-asas umum dalam mediasi, keuntungan dan 
kelemahan mediasi, peran dan fungsi mediator, dan prosedur mediasi dalam 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Klaten 
meliputi sejarah, visi dan misi, wilayah yuridiksi, struktur organisasi dan 
penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten. 
Bab keempat, berisi analisis penerapan mediasi dalam penyelesaian 
sengketa perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
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Mediasi di Pengadilan dan analisis efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri 
Klaten. 
Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan terhadap penelitian yang 
dilakukan oleh penysun dan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang 
telah diajukan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran yang diberikan 
oleh penyusun yang diambil berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan 
dalam penelitian ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisa penerapan mediasi dan efektivitas mediasi di 
Pengadilan Negeri Klaten, penyusun menyimpulkan bahwa: 
1. Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Klaten sudah sesuai dengan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
baik pada tahap pra mediasi maupun pada tahap proses mediasi. 
Mediasi dilakukan terhadap semua sengketa yang masuk ke 
Pengadilan Negeri Klaten. Adapun perkara yang masuk pada tahun 
2016 mencapai 142 perkara. Terhadap 142 perkara yang masuk pada 
tahun 2016 di Pengadilan Negeri Klaten hanya 92 perkara yang 
dimediasi dengan 10 sisa perkara. Kemudian pada tahun 2017 perkara 
yang masuk ke Pengadilan Negeri Klaten mencapai 151. Terhadap 151 
perkara yang masuk pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Klaten 
hanya 93 perkara yang dimediasi dengan 7 sisa perkara. 
2. Perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2016 mencapai 2 perkara 
dan pada tahun 2017 perkara yang berhasil dimediasi mencapai 11 
perkara. Adapun pada tahun 2016 perkara yang gagal dimediasi 
mencapai 80 perkara dan pada tahun 2017 perkara yang gagal 
dimediasi mencapai 75 perkara. Tingginya angka kegagalan mediasi 
sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ditemukan di lapangan 
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antara lain : terbatasnya mediator bersertifikat karena hanya ada 1, 
ketidakhadiran para pihak yang mengganggu pelaksanaan mediasi, 
iktikad baik yang belum ditunjukkan oleh para pihak, kasus yang sulit, 
sarana atau fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, dan kurangnya 
dukungan dari kuasa hukum. 
B. Saran 
Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan, penyusun 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Mahkamah Agung meningkatkan pemanggilan kepada hakim yang 
berfungsi sebagai mediator untuk mengikuti pelatihan sertifikasi 
mediator guna menambah mediator bersertifikat mengingat pada 
praktiknya mediator yang terdapat dalam daftar mediator di 
pengadilan sebagian besar adalah dari kalangan hakim serta 
memberikan insentif bagi hakim mediator yang berhasil 
mendamaikan para pihak dalam proses mediasi untuk memberikan 
motivasi kepada mediator yang bersangkutan maupun kepada 
mediator yang lain. 
2. Kepada kuasa hukum memberikan dukungan kepada para pihak 
untuk mencapai perdamaian tidak hanya mengejar kemenangan. 
3. Kepada Pengadilan Negeri Klaten menjalankan mediasi dengan 
sebaik-baiknya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta meningkatkan sarana 
prasaran guna mendukung efektifnya pelaksanaan mediasi. 
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4. Kepada masyarakat untuk dapat mengikuti proses medasi dengan 
iktikad baik dan antusias tinggi agar mencapai kesepakatan yang 
saling menguntungkan bagi para pihak. 
85 
 
DAFTAR PUSTAKA 
A. Peraturan Perundang-Undangan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan 
B. Buku-Buku 
Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan 
Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2009. 
Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori 
Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-
Undang (Legis Prudence), Jakarta: Kencana, 2009. 
Amriani, Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rajawali, 2011. 
Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2007. 
Junaidi, Eddi, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik, Jakarta: 
Rajawali, 2011. 
Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Jakarta: 
Rajawali, 2011. 
Nata, H. Abuddin, Metodologi Studi Islam, Cet IV, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2000. 
Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 1993. 
Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan 
Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 
Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, Cet.14, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 
86 
 
Syukur, Fatahillah A., Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan 
Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, Bandung: 
Mandar Maju, 2008. 
Usman, Rachmadi, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan 
Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 
Bandung:Alfabeta, 2008. 
C. Karya Ilmiah 
Ainy, Erina Qurrota, Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa 
Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 
(Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008), 
Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2014.  
Arba, Ades Putra, Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di 
Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta), 
Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2015. 
Elda, Dede Anggraini, Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat di 
Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Skripsi, Universitas 
Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017. 
Fatoni, Imam, Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses 
Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, Skripsi, IAIN 
Ponorogo, 2017.  
Laitsi, Sulaiman, Tinjauan Hukum Islam dan Efektivitas Mediasi dalam 
Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten 
Tegal Jawa Tengah Tahun 2013-2014, Skripsi, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.  
Mudzaki, Khoirul, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Pasca 
Terbitnya Perma No.1 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama 
Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016. Skripsi. Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
Sari, Septi Wulan, Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2016, AHKAM, Vol. 5:1. 
87 
 
Thea Rizki Asa Perdana Dan  Zakki Adlhiyati, Urgensi Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan 
Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 
Surakarta, Verstek , Volume 5 No. 1. 2017. 
D. Lain-Lain 
Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. 
E. Internet  
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1550-
tingkat-keberhasilan-ma-dalam-memutus-perkara-mencapai-
91-04, akses 24 Januari 2018. 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c4ca9a46d28/kondisi-
penanganan-perkara-di-ma-hingga-agustus-2017, akses 24 
Januari 2018. 
https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/, akses 
5 Februari 2018. 
http://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-
pengadilan/sejarah-pengadilan, akses 26 Maret 2018 
http://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-
misi-pengadilan, 26 Maret 2018. 
http://sipp.pn-klaten.go.id/statistik_perkara, akses 10 Maret 2018. 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54f3260e923fb/arti-
putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no, akses 7 April 2018. 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-
penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016, akses 8 
April 2018. 
 
  
 
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  1  TAHUN 2016 
 
TENTANG 
 
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang  : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa 
secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka 
akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk 
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta 
berkeadilan; 
  b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi 
terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, 
salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai 
instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat 
terhadap keadilan sekaligus implementasi asas 
penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan 
berbiaya ringan; 
  c.  bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, 
Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar 
Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het 
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, 
Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia 
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yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, 
Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk 
menempuh proses perdamaian yang dapat 
didayagunakan melalui Mediasi dengan 
mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di 
Pengadilan; 
  d.  bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian 
hukum acara perdata dapat memperkuat dan 
mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam 
penyelesaian sengketa; 
  e.  bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2008  tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan 
pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan 
mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di 
Pengadilan; 
  f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan 
huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah 
Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
 
Mengingat : 1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan 
Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In 
De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 
1927:227); 
  2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene 
Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44); 
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4958); 
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5076); 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR 
MEDIASI DI PENGADILAN. 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak 
dengan dibantu oleh Mediator. 
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki 
Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu 
Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari 
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 
penyelesaian. 
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh 
akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan 
bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan 
sertifikasi Mediasi. 
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama 
Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan 
Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang 
mudah dilihat oleh khalayak umum. 
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang 
bersengketa dan membawa sengketa mereka ke 
Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. 
6. Biaya Mediasi  adalah biaya yang timbul dalam proses 
Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di 
antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya 
perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran 
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nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain 
yang diperlukan dalam proses Mediasi.  
7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para 
Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan 
perdamaian.  
8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil 
Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan 
penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para 
Pihak dan Mediator. 
9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan 
antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh 
pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap 
sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau 
permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses 
Mediasi. 
10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah 
perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan 
Kesepakatan Perdamaian. 
11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama 
dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. 
12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang 
ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan 
mengadili perkara. 
13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera 
pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan 
pegawai lainnya. 
14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam 
lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. 
15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding 
dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. 
16. Hari adalah hari kerja 
 
BAB II 
PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN 
 
Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 
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Pasal 2 
(1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan 
Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara 
di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum 
maupun peradilan agama. 
(2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan 
peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 3 
(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa 
hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa 
melalui Mediasi. 
(2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan 
wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan 
perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama 
Mediator. 
(3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan 
Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para 
Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. 
(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan 
upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau 
Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan 
Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses 
Mediasi. 
(5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan 
Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus. 
(6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela 
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. 
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(7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi 
berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. 
(8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi 
atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan. 
 
Bagian Kedua 
Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi 
 
Pasal 4 
(1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan 
termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan 
verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) 
maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap 
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum 
tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian 
melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung ini. 
(2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian 
melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan 
ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya 
meliputi antara lain: 
1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur 
Pengadilan Niaga; 
2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur 
Pengadilan Hubungan Industrial; 
3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha; 
4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen; 
5. permohonan pembatalan putusan arbitrase; 
6. keberatan atas putusan Komisi Informasi; 
7. penyelesaian perselisihan partai politik;   
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8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara 
gugatan sederhana; dan 
9. sengketa lain yang pemeriksaannya di 
persidangan ditentukan tenggang waktu 
penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa 
hadirnya penggugat atau tergugat yang telah 
dipanggil secara patut; 
c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak 
ketiga dalam suatu perkara (intervensi);  
d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, 
pembatalan dan pengesahan perkawinan;  
e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah 
diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui 
Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang 
terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan 
tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang 
ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator 
bersertifikat. 
(3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah 
Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan. 
(4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang 
dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat 
diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap 
pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum. 
 
Bagian Ketiga 
Sifat Proses Mediasi 
 
Pasal 5 
(1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali 
Para Pihak menghendaki lain. 
(2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang 
tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses 
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Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan 
merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi. 
(3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media 
komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan 
semua pihak saling melihat dan mendengar secara 
langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.   
 
Bagian Keempat 
Kewajiban Menghadiri Mediasi 
 
Pasal 6 
(1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan 
Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa 
hukum. 
(2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual 
jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
dianggap sebagai kehadiran langsung. 
(3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses 
Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. 
(4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi antara lain: 
a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir 
dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat 
keterangan dokter; 
b. di bawah pengampuan; 
c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau 
kedudukan di luar negeri; atau 
d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau 
pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. 
 
Bagian Kelima 
Iktikad Baik Menempuh Mediasi 
 
Pasal 7 
(1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh 
Mediasi dengan iktikad baik. 
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(2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa 
hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh 
Mediator dalam hal yang bersangkutan: 
a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali 
berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa 
alasan sah; 
b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak 
pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun 
telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-
turut tanpa alasan sah; 
c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu 
jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; 
d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak 
mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume 
Perkara pihak lain; dan/atau 
e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan 
Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. 
 
Bagian Keenam 
Biaya Mediasi  
 
Paragraf 1 
Biaya Jasa Mediator 
 
Pasal 8 
(1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak 
dikenakan biaya. 
(2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai 
Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan 
kesepakatan Para Pihak. 
 
Paragraf 2 
Biaya Pemanggilan Para Pihak 
 
Pasal 9 
(1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses 
Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak 
penggugat melalui panjar biaya perkara. 
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(2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para 
Pihak untuk menghadiri sidang. 
(3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan 
Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai 
kesepakatan Para Pihak. 
(4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak 
berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para 
Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali 
perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.. 
 
Pasal 10 
Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada 
Para Pihak berdasarkan kesepakatan. 
 
Bagian Ketujuh 
Tempat Penyelenggaraan Mediasi 
 
Pasal 11 
(1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan 
atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati 
oleh Para Pihak. 
(2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang 
menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. 
(3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang 
dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator 
Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara 
wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di 
Pengadilan. 
(4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi 
tidak dikenakan biaya. 
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Bagian Kedelapan 
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan 
 
Pasal 12 
(1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, 
Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di 
antaranya meliputi: 
a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian 
Mediasi di Pengadilan; 
b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan 
pelaksanaan Mediasi di Pengadilan; 
c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi 
Mediasi terakreditasi; 
d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan 
e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, 
lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, 
regional, maupun internasional dalam bidang 
Mediasi. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung. 
 
BAB III 
MEDIATOR 
 
Bagian Kesatu 
Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga 
 
Pasal 13 
(1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang 
diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam 
pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh 
Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh 
akreditasi dari Mahkamah Agung. 
(2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim 
tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator 
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dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah 
Mediator bersertifikat. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga 
sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung. 
 
Bagian  Kedua 
Tahapan Tugas Mediator 
 
Pasal 14 
Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas: 
a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada 
Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri; 
b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada 
Para Pihak; 
c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral 
dan tidak mengambil keputusan; 
d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para 
Pihak; 
e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan 
pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak 
lainnya (kaukus); 
f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; 
g. mengisi formulir jadwal mediasi. 
h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk 
menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; 
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan 
pembahasan berdasarkan skala proritas; 
j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: 
1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; 
2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi 
Para Pihak; dan 
3. bekerja sama mencapai penyelesaian; 
k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan 
Kesepakatan Perdamaian; 
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l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan 
dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada 
Hakim Pemeriksa Perkara;  
m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad 
baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa 
Perkara;  
n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya 
 
Bagian Ketiga 
Pedoman Perilaku Mediator 
 
Pasal 15 
(1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku 
Mediator. 
(2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib 
mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
 
Pasal 16 
Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim 
atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan 
perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan 
Mahkamah Agung. 
 
BAB IV 
TAHAPAN PRAMEDIASI 
 
Bagian Kesatu 
Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara 
 
Pasal 17 
(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh 
Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para 
Pihak untuk menempuh Mediasi. 
(2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.  
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(3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang 
pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi 
sesuai dengan praktik hukum acara. 
(4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap 
diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara 
sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. 
(5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang 
kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi 
pelaksanaan Mediasi. 
(6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur 
Mediasi kepada Para Pihak. 
(7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
meliputi: 
a. pengertian dan manfaat Mediasi; 
b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung 
pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas 
perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi; 
c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan 
Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan; 
d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian 
melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; 
dan 
e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani 
formulir penjelasan Mediasi. 
(8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir 
penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat 
pernyataan bahwa Para Pihak: 
a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara 
lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara; 
b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan 
c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 
(9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau 
kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari 
Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan 
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas 
perkara. 
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(10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa 
Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan 
Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib 
dimuat dalam berita acara sidang. 
 
Bagian Kedua 
Kewajiban Kuasa Hukum 
 
Pasal 18 
(1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak 
melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses 
Mediasi. 
(2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) di antaranya meliputi: 
a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) 
kepada Para Pihak; 
b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara 
aktif dalam proses Mediasi; 
c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, 
kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa 
selama proses Mediasi; 
d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan 
usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para 
Pihak mencapai kesepakatan;  
e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban 
kuasa hukum. 
(3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan 
alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk 
melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa 
khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk 
mengambil keputusan. 
(4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi 
dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan 
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cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau 
kuasa hukumnya. 
 
Bagian Ketiga 
Hak Para Pihak Memilih Mediator 
 
Pasal 19 
(1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator 
yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. 
(2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang 
Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan 
disepakati oleh para Mediator. 
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung. 
 
Bagian Keempat 
Batas Waktu Pemilihan Mediator 
 
Pasal 20 
(1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban 
melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para 
Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari 
berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator 
termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan 
penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai 
Pengadilan. 
(2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan 
mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara. 
(3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih 
Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara 
segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai 
Pengadilan.  
(4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim 
bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang 
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bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara 
menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk 
menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan 
Hakim yang bersertifikat. 
(5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim 
Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis 
Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang 
memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan 
menunjuk Mediator. 
(6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator 
melalui panitera pengganti. 
(7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses 
persidangan untuk memberikan kesempatan kepada 
Para Pihak menempuh Mediasi. 
 
Bagian Kelima 
Pemanggilan Para Pihak 
 
Pasal 21 
(1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan 
Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan 
sebagai Mediator. 
(2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, 
Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui 
Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan 
bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk 
menghadiri pertemuan Mediasi. 
(3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi 
hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa 
ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, 
juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan 
perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk 
melakukan panggilan. 
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Bagian Keenam 
Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik 
 
Pasal 22 
(1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik 
dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat  (2), gugatan dinyatakan tidak dapat 
diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. 
(2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula 
kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. 
(3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak 
beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai 
rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan 
besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak 
dapat dilaksanakannya Mediasi. 
(4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan 
putusan yang merupakan putusan akhir yang 
menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai 
penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya 
perkara. 
(5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat 
dapat diambil dari panjar biaya perkara atau 
pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan 
kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. 
 
Pasal 23 
(1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai 
kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. 
(2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak 
beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai 
rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan 
besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak 
dapat dilaksanakannya Mediasi. 
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(3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim 
Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan 
berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang 
menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan 
menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi. 
(4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib 
disebutkan dalam amar putusan akhir. 
(5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimenangkan dalam putusan, amar putusan 
menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, 
sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada 
penggugat sebagai pihak yang kalah. 
(6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan 
agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya 
perkara dibebankan kepada penggugat. 
(7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan 
diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan 
Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 
(8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan 
tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan 
tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara 
tanpa penghukuman Biaya Mediasi. 
 
BAB V 
TAHAPAN PROSES MEDIASI 
 
Bagian Kesatu 
Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses 
Mediasi 
 
Pasal 24 
(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
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(5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara 
kepada pihak lain dan Mediator. 
(2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan 
Mediasi. 
(3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu 
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 
(4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan 
permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim 
Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya. 
 
Bagian Kedua 
Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi 
 
Pasal 25 
(1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada 
posita dan petitum gugatan. 
(2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas 
permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat 
(1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan 
kesepakatan tersebut di dalam gugatan. 
 
Bagian Ketiga 
Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat 
 
Pasal 26 
(1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, 
Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. 
(2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan 
tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari 
penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Bagian Keempat 
Mediasi Mencapai Kesepakatan 
 
Pasal 27 
(1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak 
dengan bantuan Mediator wajib merumuskan 
kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan 
Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan 
Mediator. 
(2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan 
Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan 
Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: 
a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, 
dan/atau kesusilaan; 
b. merugikan pihak ketiga; atau 
c. tidak dapat dilaksanakan. 
(3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, 
penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat 
dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara 
tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang 
dicapai. 
(4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan 
Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa 
Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. 
(5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan 
Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, 
Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan 
gugatan. 
(6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan 
Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan 
melampirkan Kesepakatan Perdamaian. 
 
Pasal 28 
(1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim 
Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya 
dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. 
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(2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan 
dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim 
Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan 
Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai 
petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. 
(3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, 
Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan 
Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim 
Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan 
Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim 
Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang 
untuk membacakan Akta Perdamaian. 
(5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta 
Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan 
informasi di Pengadilan. 
 
Bagian Kelima 
Kesepakatan Perdamaian Sebagian 
 
Pasal 29 
(1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara 
penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat 
mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak 
tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak 
lawan. 
(2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan 
ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak 
tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator. 
(3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta 
Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta 
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kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak 
mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 
27 ayat (2). 
(4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap 
pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian 
Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian 
penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau 
seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang 
tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah 
gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.     
(6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan 
perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau 
peninjauan kembali. 
 
Pasal 30 
(1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas 
sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan 
hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan 
Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan 
ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa 
Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.  
(2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan 
terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang 
belum berhasil disepakati oleh Para Pihak. 
(3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas 
objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa 
Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian 
Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar 
putusan. 
(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku 
pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara 
dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau 
peninjauan kembali. 
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Pasal 31 
(1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan 
peradilan agama yang tuntutan perceraian 
dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak 
tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun 
kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. 
(2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas 
tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian 
Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya 
dengan perkara perceraian. 
(3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara 
yang mengabulkan gugatan perceraian telah 
berkekuatan hukum tetap. 
(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika 
Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para 
Pihak bersedia rukun kembali selama proses 
pemeriksaan perkara. 
 
Bagian Keenam 
Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan 
 
Pasal 32 
(1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil 
mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara 
tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal: 
a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai 
batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut 
perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (2) dan ayat (3); atau 
b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d 
dan huruf e.  
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(2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat 
dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis 
kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal: 
a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan 
yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang: 
1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga 
pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi 
salah satu pihak dalam proses Mediasi; 
2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan 
dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek 
hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga 
tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau 
3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan 
dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek 
hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak 
pernah hadir dalam proses Mediasi. 
b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi 
di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, 
kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-
pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis 
dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil 
keputusan dalam proses Mediasi. 
c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf 
a, huruf b, dan huruf c. 
(3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa 
Perkara segera menerbitkan penetapan untuk 
melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan 
ketentuan hukum acara yang berlaku. 
 
 
 
 
 
- 26 - 
 
 
 
BAB VI 
PERDAMAIAN SUKARELA 
 
Bagian Kesatu 
Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara 
 
Pasal 33 
(1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim 
Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau 
mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan 
putusan. 
(2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan 
permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk 
melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan 
perkara. 
(3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk 
melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan 
penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim 
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator 
dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat. 
(4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan 
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 
Bagian Kedua 
Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum 
Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali 
 
Pasal 34 
(1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya 
hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para 
Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya 
perdamaian: 
(2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan 
mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis 
kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, 
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kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan 
Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 
27 ayat (2). 
(3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib memuat ketentuan yang 
mengesampingkan putusan yang telah ada. 
(4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa 
Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan 
kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian. 
(5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan 
kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan 
Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke 
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. 
 
BAB VII 
KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI 
 
Pasal 35 
(1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi 
dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat 
(3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu 
penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam 
kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian 
perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat 
banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 
(2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat 
diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) 
dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman 
Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum. 
(3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, 
pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses 
Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam 
proses persidangan perkara. 
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(4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan 
berakhirnya proses Mediasi. 
(5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses 
persidangan perkara yang bersangkutan. 
(6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban 
pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan 
Perdamaian hasil Mediasi. 
 
BAB VIII 
PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN 
 
Pasal 36 
(1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator 
bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di 
luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat 
mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada 
Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta 
Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. 
(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan 
dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan 
hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa. 
(3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya 
akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi 
Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai 
dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2). 
(4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan 
Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara 
dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 
(empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. 
(5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari 
yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian. 
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Pasal 37 
(1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk 
dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib 
memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal 
yang harus diperbaiki. 
(2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu 
penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib 
segera memperbaiki dan menyampaikan kembali 
Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada  
Hakim Pemeriksa Perkara. 
 
BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 38 
Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan  dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 
Pasal 39 
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 03 Februari 2016 
 
KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
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